BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, penulis dapat
menyimpulkan bahwa penyelesaian 36 kasus bullying anak dari tahun 2019-2021
dan 6 kasus bullying anak dari tahun 2019-2021 (menurut data DinsosP3AKB dan
Pengadilan Negeri Pati) sudah mengimplementasikan kepastian hukum berupa
adanya mediasi ( apabila kasus bullying anak tidak sampai ke pengadilan) dengan
adanya surat pernyataan dan adanya keputusan diversi dengan mengutamakan
Keadilan Restoratif ( apabila kasus bullying anak sampai ke pengadilan).
Kepastian hukum yang diterapkan untuk menyelesaikan bullying anak di
Kabupaten Pati yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Daerah
Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban
Kekerasan Berbasis Gender dan Anak, dan peraturan pelaksanaannya terdapat
dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 62 Tahun 2015. Penyelesaian bu/lying anak di
Kabupaten Pati sudah mengimplementasikan kepastian hukum terhadap kasus
bullying. anak yang dilaporkan, akan tetapi belum sepenuhnya
mengimplementasikan kepastian hukum terhadap penyelesaian bullying anak
yang tidak dilaporkan. Kasus bullying anak yang tidak dilaporkan karena
kurangnya pengetahuan korban ataupun masyarakat tentang prosedur pelaporan

bullying anak, adanya rasa malu dari pihak korban, dan adanya anggapan bahwa

35



36

tindakan tersebut bukanlah tindakan bullying, sehingga pelaku bisa saja

mengulangi perbuatannya lagi.

B. SARAN

a.

Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pati: melakukan pengawasan
terhadap anak-anak di Kabupaten Pati, lebih peka terhadap kasus bullying
anak, dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat Kabupaten Pati
terkait Dullying anak dan tata cara melaporkan bullying anak melalui
media yang kreatif sehingga lebih mudah di ingat dan di pahami.

Bagi Masyarakat Kabupaten Pati: berperan aktif untuk melaporkan
tindakan bullying anak yang terjadi disekitarnya, melakukan pengawasan
terhadap perilaku anak di lingkungannya agar tidak terjadi bullying anak,
dan mengajarkan serta mengingatkan anak-anak untuk menghargai

scsaima.
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